
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR...TAHUN ... 

 

TENTANG 

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang : bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal 19 ayat (2) 

Undang-UndangNomor 16 Tahun 2011 

tentangBantuanHukum, 

perlumenetapkanPeraturanDaerahtentangBantuanHukumBag

iMasyarakatMiskin;  

  

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 

2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5248); 

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



 

5587) sebagaimanatelahbeberapa kali 

diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 11 Tahun 

2020 tentangCiptaKerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTEMANGGUNG 

dan 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI 

MASYARAKAT MISKIN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. DaerahadalahKabupatenTemanggung. 

2. BupatiadalahBupatiTemanggung. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalahunsurpembantuBupati dan 

dewan perwakilanrakyatDaerah dalam penyelenggaraan 

urusanpemerintahanyangmenjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

6. AnggaranBantuan Hukum 

adalahalokasianggaranpenyelenggaraanBantuan Hukum 



 

kepadaPemberiBantuan Hukum yang lulus Verifikasi 

dan Akreditasi.  

7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 

Penerima Bantuan Hukum. 

8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan 

Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi 

layanan Bantuan Hukum  berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan.  

9. PemohonBantuan Hukum adalah orang, kelompok orang 

miskin, atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi 

Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan 

permohonan Bantuan Hukum.  

10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 

orang miskin. 

11. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok 

orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di 

KabupatenTemanggung.  

12. MasyarakatMiskin adalah orang perseorangan atau 

sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya 

dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Miskin. 

13. Perkaraadalahmasalah hukum yang perlu diselesaikan. 

14. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang 

dilakukan melalui jalur pengadilan untuk 

menyelesaikannya. 

15. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum 

yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk 

menyelesaikannya. 

16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, 

pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum. 

17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan 

Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan 

Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan 

Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan 

Hukum.  



 

18. Tim Pengawas Daerah adalah tim pengawas yang 

ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah. 

19. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia pengawas 

Bantuan Hukum yang terdiri atas unsur Kantor Wilayah 

Kementerian yang melaksanakan Bantuan Hukum dan 

Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi  

20. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan 

pemberian Bantuan Hukum. 

21. Advokat adalahAdvokat adalah orang yang berprofesi 

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. 

22. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang  ditetapkan 

oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi 

Advokat. 

 

Pasal2  

Bantuan Hukum untuk MasyarakatMiskin dilaksanakan 

berdasarkan asas: 

a. keadilan; 

b. persamaankedudukan di dalamhukum; 

c. keterbukaan; 

d. efisiensi; 

e. efektivitas; dan 

f. akuntabilitas. 

 

Pasal 3  

Bantuan HukumuntukMasyarakatMiskin bertujuanuntuk : 

a. menjamin dan memenuhihakbagiPenerimaBantuan 

Hukumuntukmendapatkanakseskeadilan; 

b. mewujudkanhakkonstitusionalsegalawarga negara 

sesuaidenganprinsippersamaankedudukan di 

dalamhukum; 

c. menjaminkepastianBantuan 

HukumuntukMasyarakatMiskin 

dilaksanakansecaramerata di seluruh wilayah Daerah; 

dan 



 

d. mewujudkanperadilan yang efektif, efisien, dan 

dapatdipertanggungjawabkan. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi: 

a. penyelenggaraanBantuan Hukum; 

b. Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi; 

c. PemberiBantuan Hukum; 

d. PenerimaBantuan Hukum; 

e. syarat dan tata carapemberianBantuan Hukum; 

f.      pendanaan; 

g. pelaporan; dan 

h. pengawasan. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

 

Pasal5 

(1) Bantuan Hukumdiselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerahdan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum 

untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum 

yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum. 

(2) Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah 

dengan Pemberi Bantuan Hukum.  

 

Pasal6 

(1) Bantuan Hukum diberikan … kepada PenerimaBantuan 

Hukum yang menghadapimasalahhukum. 

(2) Bantuan Hukumsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

meliputimasalahhukumperdata, pidana, dan tata usaha 

negara baikLitigasimaupunNonlitigasi. 

(3) Bantuan Hukumsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

meliputimenjalankankuasa, mendampingi, mewakili, 

membela, dan/ataumelakukan Tindakan hukum lain 

untukkepentinganhukumPenerimaBantuan Hukum. 



 

(4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan 

Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan 

hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 

Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut 

surat kuasa khusus.  

 

Pasal7 

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat 

Miskin, Pemerintah Daerah berperan: 

a. Menyelenggarakan Bantuan HukumbagiMasyarakat 

Miskin yang berkependudukan di Daerah; 

b. MengalokasikanAnggaranBantuanHukumdalam APBD; 

c. Melakukan registrasiterhadapPemberiBantuan Hukum 

yang sudahterverifikasi 

danterakreditasiberdasarkanperaturanperundang-

undangan,yang    hendakmengaksesAnggaranBantuan 

HukumDaerah; 

d. Menerima 

pengajuanpencairanAnggaranBantuanHukumdariPember

iBantuan 

Hukummelaluielektronikdan/ataunonelektronik; 

e. Melakukan 

pemeriksaandokumenpengajuanpencairan;dan 

f. melakukanpencairan dana BantuanHukum 

kepadaPemberiBantuan Hukum yang memenuhisyarat 

dan kelengkapanberkas. 

 

BAB III 

BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NONLITIGASI 

 

Bagian Kesatu 

Bantuan Hukum Litigasi 

 

Pasal8 

(1) PemberianBantuan Hukum secaraLitigasidilakukan oleh 

Advokat yang berstatussebagaipengurusPemberiBantuan 



 

Hukum dan/atauAdvokat yang terdaftar pada 

PemberiBantuan Hukum. 

(2) PemberianBantuan Hukum 

secaraLitigasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

dilakukandengancara: 

a. pendampingan dan/ataumenjalankankuasa yang 

dimulaidaritingkatpenyidikan dan penuntutan;  

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam 

proses di persidangan; atau 

c. pendampingan dan/ataumenjalankankuasaterhadap 

Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata 

Usaha Negara. 

(3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan 

Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan 

hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya 

telah mempunyai kekuatan hokum tetap, selama 

Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut 

surat kuasa khusus. 

(4) KetentuanlebihlanjutmengenaiPemberianBantuan 

Hukum secaraLitigasisebagaimanadimaksud pada ayat 

(1) diaturdalamPeraturanBupati. 

 

Bagian Kedua 

Bantuan Hukum Nonlitigasi 

 

Pasal 9 

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat 

dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan 

mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi 

Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi.  

(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: 

a. Penyuluhan hukum; 

b. konsultasi hukum; 

c. investigasi Perkara; 

d. penelitian hukum; 

e. mediasi; 



 

f. negosiasi; 

g. pemberdayaanMasyarakat; 

h. pendampingan di luarpengadilan; dan/atau 

i. drafting (penyusunan) dokumenhukum. 

(3) KetentuanlebihlanjutmengenaiPemberianBantuan 

Hukum secaraNonlitigasisebagaimanadimaksud pada 

ayat (1) diaturdalamPeraturanBupati.  

 

BAB IV 

PEMBERI BANTUAN HUKUM 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal10 

Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Bantuan 

Hukum, harus memenuhi syarat: 

a. berbadanhukum; 

b. terakreditasi; 

c. memilikikantoratausecretariatyangtetap; 

d. memilikipengurus;dan 

e. memilikiprogramBantuan Hukum. 

 

Pasal 11 

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata 

maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang 

menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad 

baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai 

Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan/atau Kode Etik Advokat. 

 

Bagian Kedua 

Hak dan KewajibanPemberiBantuan Hukum 

 

Pasal 12 

PemberiBantuan Hukum berhak: 

a. melakukanrekrutmenterhadapAdvokat,paralegal, dosen, 



 

dan mahasiswafakultashukum; 

b. melakukanpelayananBantuan Hukum; 

c. menyelenggarakanpenyuluhanhukum,konsultasihukum,

dan program kegiatan lain 

yangberkaitandenganpenyelenggaraanBantuan Hukum; 

d. menerimaanggarandariDaerahuntukmelaksanakanBantu

an Hukum berdasarkanketentuan peraturan perundang-

undangan; 

e. mengeluarkanpendapatataupernyataandalammembelaPe

rkara yang menjaditanggungjawabnya di 

dalamsidingpengadilansesuaidenganketentuanperaturan

perundang-undangan; 

f. mendapatkaninformasi dan data lain 

daripemerintahataupuninstansilain, 

untukkepentinganpembelaanPerkara; dan 

g. mendapatkanjaminanperlindunganhukum, 

keamanan,dankeselamatanselamamenjalankanpemberia

nBantuan Hukum. 

 

Pasal 13 

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: 

a. Melaporkan setiap penggunaan Anggaran Bantuan 

Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan     

Hukum berdasarkanPeraturan Daerah ini; 

b. menyelenggarakanpendidikan dan pelatihanBantuan 

HukumbagiAdvokat, paralegal, dosen, 

mahasiswafakultashukum yang direkrut; 

c. menjagakerahasiaan data, informasi, 

dan/atauketerangan yang 

diperolehdariPenerimaBantuan Hukum 

berkaitandenganPerkara    yang   sedangditangani; 

d. melakukan pemeriksaanbukti, informasi, dan/atau 

keterangan Perkara yang diajukan oleh 

PenerimaBantuan Hukum; dan 

e. memberikan Bantuan    Hukum    kepada Penerima 

Bantuan Hukum sampai dengan Perkaranya selesai 

berdasarkan syarat dan tata cara sesuai dengan 



 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 

administratif. 

(3) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksud pada ayat (2) 

berupa: 

a. teguranlisan; 

b. tegurantertulis; 

c. pembatalanpemberiananggarandariPemerintah 

Daerah baiksebagianataukeseluruhan; dan/atau 

d. pembatalanpenunjukkansebagaipelaksanaPemberiBan

tuan Hukum. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

carapemberiansanksiadministrativesebagaimanadimaksu

d pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam 

PeraturanBupati.  

 

BAB V 

PENERIMA BANTUAN HUKUM 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 14 

Penerima Bantuan Hukum merupakanorang ataukelompok 

orang miskin yang menerimaBantuan Hukum 

secaraLitigasidanNonlitigasi. 

 

Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum 

 

Pasal15 

Penerima Bantuan Hukum berhak: 

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah 

hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima 

Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut 



 

surat kuasa; 

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar 

Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;dan 

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 16 

(1) Penerima Bantuan Hukum wajib: 

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan 

Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan 

Hukum; dan 

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum. 

(2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonannya 

dapat ditolak oleh Pemberi Bantuan Hukum.  

 

BAB VI 

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 

 

Bagian Kesatu 

Syarat Pemberian Bantuan Hukum 

 

Pasal17 

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan 

Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi 

Bantuan Hukum. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a. identitas PemohonBantuan Hukum; dan 

b. uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang  

dimintakan Bantuan Hukum. 

(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), harus melampirkan: 

a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, 

atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal 

Pemohon Bantuan Hukum; dan 



 

b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara. 

(4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan 

permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk 

mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan 

dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada 

Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh 

Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditandatangani atau di cap jempol oleh Pemohon 

Bantuan Hukum. 

 

Pasal 18 

(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibuktikan 

dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain 

yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki 

identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon 

Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan 

alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi 

yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan 

Hukum. 

Pasal 19 

(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki 

surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum 

dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan 

Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras 

Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat 

keterangan miskin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, 

Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan 

Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. 

 



 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

 

Pasal 20 

(1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon 

Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan 

Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan 

Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, 

Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat 

melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak. 

 

Pasal 21 

(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan 

lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 

kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan 

jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan 

Hukum kepada Pemohon. 

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan 

Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat 

kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. 

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan 

Hukum mencantumkan alasan penolakan. 

... 

BAB VII 

PENDANAAN 

Bagian Kesatu 

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

 

Pasal 22 

(1) Pendanaan Bantuan Hukum bersumber dari APBD, 



 

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan 

Daerah dan tersedianya dana dalam APBD. 

(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pendanaan dapat berasal dari: 

a. Hibah atau sumbangan; dan/atau 

b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

(3) Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 

pada anggaran Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

 

Pasal 23 

Penyaluran dana Bantuan Hukum secara 

LitigasidilakukansetelahPemberiBantuan 

HukummenyelesaikanPerkarayang pada setiap tahapan 

proses beracara sampai dengan selesai dan/atau 

berkekuatan hukum tetap dengan menyampaikan 

laporan yang disertai dengan bukti pendukung. 

 

 

Pasal24 

(1) Penyaluran danaBantuanHukum 

NonlitigasidilakukansetelahPemberiBantuan 

Hukummenyelesaikan paling sedikit 1 (satu) 

kegiatan dan menyampaikanlaporan yang 

disertaidenganbuktipendukung. 

(2) Penyaluran  dana  Bantuan  Hukum  Nonlitigasi 

dihitung  berdasarkan tarif per kegiatansesuai 

standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum 

Nonlitigasi. 

 

Pasal 25 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran 



 

dana Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksuddalamPasal 23 dan Pasal 24 diatur 

dalamPeraturan Bupati. 

 
BAB VIII 

PELAPORAN 
 

Pasal 26 
 

(1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan 

Hukumkepada Bupati melalui Perangkat Daerah Hukum 

secara berkalaatau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. laporan realisasi Anggaran Bantuan Hukum; 

b. laporan posisi keuangan AnggaranBantuan Hukum; 

c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan 

d. catatanataslaporan pengelolaan Anggaran Bantuan 

Hukum. 

(3) Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan 

Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal 

dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

(1) kepada Menteri yang menyelenggarakan Bantuan 

Hukum dan Menteri Dalam Negeri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan 

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diaturdalam Peraturan Bupati. 

 
BAB IX 

PENGAWASAN 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 27 

 
(1) PemerintahDaerahselaku penyelenggara Bantuan 

Hukummelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemberian Bantuan Hukumdan pendanaan Bantuan 

Hukum. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 



 

dilakukan secara berkala dan/atauinsidental. 

 

Bagian Kedua 
Tim Pengawas Daerah  

 
Pasal28 

 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan Bantuan Hukum, 

Bupati dibantu oleh Tim Pengawas Daerah Bantuan 

Hukum. 

(2) Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Inspektorat Daerah; 

b. Bagian Hukum Daerah; dan 

c. Badan Pengelola Keuangan Dan PengelolaanAset 

Daerah. 

(3) Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

(4) Tim Pengawas Daerahsebagaimanadimaksudpada 

ayat(1)bertugas: 

a. MelakukanpengawasanataspemberianBantuanHukum 

dan penyalurandanaBantuan Hukum; 

b. MenerimalaporandariMasyarakatmengenaiadanyadug

aanpenyimpanganpemberianBantuan 

Hukumdanpenyalurandana Bantuan Hukum; 

c. Melakukanklarifikasiatasadanyadugaanpenyimpangan

pemberianBantuan Hukumdanpenyaluran 

danaBantuan Hukumyang 

dilaporkanolehPanitiaPengawasDaerahdan/atauMas

yarakat; 

d. MemberikanrekomendasikepadaBupatiuntukpemberia

nsanksiterkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum;  

e. mengusulkansanksikepadaPanitiaPengawas 

DaerahatasterjadinyapenyimpanganpemberianBant

uan Hukumdan/ataupenyalurandanaBantuan 

Hukum;dan 



 

f. membuatlaporanpelaksanaanpengawasankepadaBupa

ti. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 29 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus 

ditetapkan paling lama …….terhitung sejak Peraturan Daerah 

ini diundangkan. 

 

Pasal 30 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah 

inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah 

KabupatenTemanggung. 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

M. AL KHADZIQ 

 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATENTEMANGGUNG, 

 

 

HARY AGUNG PRABOWO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN … NOMOR …... 

 



 

PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN 

 

I. UMUM 

Negara RepublikIndonesiaadalahnegarahukum, yang  berartisemua 

tataaturanharusdidasarkanpadahukumsesuaidenganPrinsippersamaanke

dudukandimuka Hukum.Dalamsuatunegarahukum, 

keadilandanhakasasimanusiamerupakansuatukewajibanyangharusdiberi

kandandipenuhioleh  negara   

kepadawarganyatanpaadadiskriminasi.Bantuan Hukum untuk orang   

miskin   menjadi   kewajiban   negara   (state   obligation)   untuk 

memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan. Bantuan Hukum 

merupakan hak konstitusional setiap warga negara  atas jaminan 

perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai 

sarana pengakuan HAM. Mendapatkan Bantuan Hukum bagi setiap orang 

adalah perwujudan akses terhadap keadilan (acces to justice) sebagai 

implementasi dari jaminan perlindungan  hukum,  dan  jaminan 

persamaan  di  depan  hukum.  

Sampai sekarangbelumadaPeraturan Daerah yang 

secarakhususmenjaminterlaksananyahakkonstitusionalwarga negara 

tersebut, sehinggadengandibentuknyaPeraturan Daerah tentangBantuan 

Hukum untuk MasyarakatMiskininiakanmenjadidasarbagiPemerintah 

Daerah untukmelaksanakanhakkonstitusionalwarga negara di 

bidangBantuan Hukum, khususnyabagi orang ataukelompok orang 

miskin. 

Selamaini, pemberianBantuan Hukum yang 

dilakukanbelumbanyakmenyentuh orang ataukelompok orang miskin, 

sehinggamerekakesulitanuntukmengakseskeadilankarenaterhambat oleh 

ketidakmampuanmerekauntukmewujudkanhak-

hakkonstitusionalmereka. PengaturanmengenaipemberianBantuan 

Hukumuntukorang atau kelompok orang miskin dalamPeraturan Daerah 

inimerupakanjaminanterhadaphak-hakkonstitusional orang 

ataukelompok orang miskin diKabupatenTemanggung. 



 

BantuanHukumbagiMasyarakatMiskininidilaksanakandenganberdas

arkanasaskeadilan, persamaankedudukan di dalamhukum, keterbukaan, 

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Ruang lingkup pelaksanaan 

Bantuan Hukum ini meliputi masalah pidana, perdata dan tata usaha 

negara baik secara Litigasi ataupun Nonlitigasi. Pendanaan pelaksanaan 

Bantuan Hukum juga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukupjelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a  

Yang dimaksuddengan “asaskeadilan” adalahmenempatkanhak 

dan kewajibansetiap orang secaraproporsional, patut, benar, 

baik, dan tertib.  

Huruf b 

Yang dimaksuddengan “asaspersamaankedudukan di 

dalamhukum” adalahbahwasetiap orang mempunyaihak dan 

perlakuan yang sama di 

depanhukumsertakewajibanmenjunjungtinggihukum.  

Huruf c  

Yang dimaksuddengan “asasketerbukaan” 

adalahmemberikanakseskepadaMasyarakatuntukmemperolehinf

ormasisecaralengkap, benar, jujur dan terbuka dan 

tidakmemihakdalammendapatkanjaminankeadilanatasdasarhak

secarakonstitusional.  

Huruf d  

Yang dimaksuddengan “asasefisiensi” 

adalahmemaksimalkanpemberianBantuanHukummelaluipenggu

naansumberanggaran yang ada.  

Huruf e  

Yang dimaksuddengan “asasefektivitas” 

adalahmenentukanpencapaiantujuanpemberianBantuanHukum

secaratepat.  



 

Huruf f  

Yang dimaksuddengan “asasakuntabilitas” 

adalahbahwasetiapkegiatan dan 

hasilakhirdarikegiatanpenyelenggaraanBantuanHukumharusda

patdipertanggungjawabkankepadaMasyarakat. 

 

Pasal 3 

Cukupjelas. 

 

Pasal 4 

Cukupjelas. 

 

Pasal 5 

Cukupjelas.  

  

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Huruf a 

Persyaratan “Berbadanhukum” 

dibuktikandenganmelampirkanfotokopiAktapendirianNotaris.  

Huruf b  

PersyaratanterakreditasisesuaidenganketentuanPeraturanPerun

dang-

undangandibuktikandenganmelampirkanfotokopiSertifikatakred

itasidari Kementerian yang 

menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidanghukum yang 

telahdilegalisir.  

Huruf c  

Persyaratanmemilikikantoratausekretariat yang tetap, 

dibuktikandengansuratketerangandomisilikantorkesekretariatan

PemberiBantuan Hukum yang dikeluarkanpejabat yang 

berwenang.  

Huruf d  

Persyaratanmemilikipengurus, 

dibuktikandenganmelampirkansusunankepengurusan.  



 

Huruf e  

Persyaratanmemiliki program Bantuan Hukum 

dibuktikandenganmelampirkan daftar 

kegiatanpemberianbantuanhukumselama 2 (dua) tahunterakhir.  

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukupjelas. 

 

Pasal 11 

Cukupjelas. 

 

Pasal 12 

Cukupjelas. 

 

Pasal 13 

Cukupjelas. 

 

Pasal 14 

Yang dimaksuddengan “orang dan kelompok orang miskin yang 

menerimaBantuan Hukum secaraLitigasi dan 

Nonlitigasi”adalahorangataukelompok orang miskin 

yangberhadapandenganhukumbaik sebagai saksi, korban, tersangka, 

terdakwa, tergugat, penggugat, terlapor atau pelapordalam proses 

hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi.  

 

 

Pasal 15 

Cukupjelas. 

 

Pasal 16 

Cukupjelas. 

 



 

Pasal 17 

Cukupjelas. 

 

Pasal 18 

Cukupjelas. 

 

Pasal 19 

Cukupjelas. 

 

Pasal 20 

Cukupjelas. 

 

Pasal 21 

Cukupjelas. 

 

Pasal 22 

Cukupjelas. 

 

Pasal 23 

Cukupjelas. 

 

Pasal 24 

 Cukupjelas. 

 

Pasal 25 

 Cukupjelas. 

 

Pasal 26 

 Cukupjelas. 

 

Pasal 27 

 Cukupjelas. 

 

Pasal 28 

 Cukupjelas. 

 

Pasal 29 



 

 Cukupjelas. 

 

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENTEMANGGUNGTAHUN …NOMOR 

… 



 
BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR … TAHUN … 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang: a. bahwa ketentuan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa telah 

diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, serta secara khusus telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; 

  b. bahwa Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan ketentuan lebih lanjut 
mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Jenis 

Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dan ditetapkan dalam 
Peraturan Desa. Oleh karena itu tata cara pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan jenis Lembaga Kemasyarakatan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 harus dicabut; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

 
Mengingat:1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 



 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6025); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan 

 BUPATI TEMANGGUNG  

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA. 

 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 
4, …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Saran perubahan: 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 64) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung. 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

 

M. AL KHADZIQ 

 

Diundangkan di Temanggung 



pada tanggal 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

 

 

HARY AGUNG PRABOWO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN…NOMOR … 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 

 

I. UMUM  

 

    PeraturanPemerintahNomor43Tahun 

2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 

tentangDesaBab X Lembaga KemasyarakatanDesa Dan Lembaga Adat Desa 

Bagian Kesatu, Lembaga KemasyarakatanDesa, Pasal 150, ayat(4) Pembentukan 

Lembaga KemasyarakatanDesaDiaturdenganPeraturanDesa.     

    Hal inisesuaidenganketentuanPasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga KemasyarakatanDesa dan 

Lembaga Adat Desa yang 

menyebutkanbahwaketentuanlebihlanjutmengenaipengaturan dan penetapan 

Lembaga KemasyarakatanDesa dan Lembaga Adat 

DesadiaturdenganPeraturanBupati. 

    Bahwaberdasarkanketentuandiatas, makaPeraturan Daerah 

Nomor4Tahun 2016tentang Lembaga KemasyarakatanDesaperludicabut dan 

dinyatakantidakberlaku. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukupjelas. 

Pasal 2  

Cukupjelas. 



 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR … 

 



 
BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR ...TAHUN… 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 
2016TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi agar 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara 

efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan perangkat 

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung 

yang tepat fungsi dan tepat ukuran; 

b. bahwa beberapa ketentuan mengenai pembentukan dan 

susunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sudah tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan 

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 

Tahun 2021 tentangDinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Temanggung; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 



Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 24 Tahun 2020tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temangung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana 

telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Temanggung  (Lembaran Daerah Kabupaten Temangung Tahun 2020 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

129)sebagai berikut: 

 



 

1. Ketentuan huruf d Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan 

sebagai berikut: 

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B. 

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B. 

c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A. 

d. Dinas Daerah terdiri dari:  

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dan 

bidang Kepemudaan dan Olah Raga; 

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

bidang Kesehatan; 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan 

Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan 

danbidang Lingkungan Hidup; 

5. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Sub Urusan Kebakaran;  

6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang 

Sosial;  

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  

8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang 

Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan sub bidang Perikanan; 

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil;  

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

11. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

bidang Perhubungan; 

12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang 

Statistik,dan bidang Persandian; 

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,dan Perdagangan Tipe B 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah danbidang Perdagangan; 

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal 

dan Perizinan;  



15. Dinas Kebudayaandan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Kebudayaandan bidang Pariwisata; 

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan 

17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan 

bidang Transmigrasi. 

e. Badan Daerah terdiri atas: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan 

fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; 

2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A 

melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan; 

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B 

melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, fungsi penunjang 

Pendidikan dan Pelatihan; dan 

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas kecil yang 

melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap 

menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 

Saran rumusan: 

2.. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki 

jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru 

berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(2) Dihapus. 

(3) Dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung. 

 
Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal  

 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

 
 

M. AL KHADZIQ 
Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 



 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 
 
 

 
HARY AGUNG PRABOWO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH:  

 
PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 NOMOR  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANG PEMBENTUKAN DAN 

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
 

 

I. UMUM 

 Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenanganya, pemerintah 

daerah harus membentuk susunan perangkat daerah sebagai pelaksana 

teknis urusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu pembentukan 

Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, harus didasarkan 

pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata 

kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.  

 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah 

dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, 

dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan 

kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.Unsur pelaksana fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. 

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam 

Inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah 

yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan 

dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. 

 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 

2021tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

digunakan sebagai acuan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) yang tidak merumpun atau 

dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi 

kewenangan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 



Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

 

 

 

 

 

 II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas 

 

Pasal II 

  Cukup jelas 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR .... TAHUN … 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG 
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM 

KABUPATEN TEMANGGUNG  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TEMANGGUNG , 

 
Menimbang 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu 
penyelenggaraan pelayanan publik di bidang 

komunikasi dan informasi yang sesuai dengan 
perkembangan dan tuntutan masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio 
eRTe FM KabupatenTemanggung; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor3881);  
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3887); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4252); 
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3980); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4485); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
12. PeraturanPemerintahNomor 46 Tahun 2021 tentang 

Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6658); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran 
Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2009 Nomor 5) 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
SusunanPerangkat Daerah KabupatenTemanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 68) Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 129); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

dan 
BUPATI TEMANGGUNG 

 
MEMUTUSKAN : 

 



 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 
2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN 

PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG. 
 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 Pembentukan Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor5) 
diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Temanggung yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, 
Bidang Statistik dan Bidang Persandian di Kabupaten 

Temanggung. 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu 
diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap 
oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Temanggung. 

7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk 

suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang 
berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif 

maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat 
penerima siaran. 

8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui 

sarana pemancaran dan /atau sarana transmisi di darat, di 
laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum 
frekuensi radio melalui udara, kabel dan /atau media 

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan 
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 

siaran. 
9. Penyiaran Radio adalah proses penyampaian hiburan dan 

informasi melalui media audio, yang menyalurkan gagasan 

dan informasi dalam bentuk audio secara umum dan 
terbuka berupa program yang teratur dan 

berkesinambungan. 
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM yang 

selanjutnya disingkat LPPL eRTe FM adalah lembaga 



penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan 
penyiaran radioyang bersifat independen, netral, tidak 

komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk 
kepentingan masyarakat. 

11. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk 

masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai 
wilayah jangkauan layanan siaran.  

12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat 
komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya 
jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh 

khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga 
penyiaran yang bersangkutan. 

13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang 

disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan 
memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau 

mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak 
sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar 
menggunakan produk yang ditawarkan. 

14. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non 
komersial yang disiarkan melalui siaran televisi dengan 

tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau 
mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau 
pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk 

mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah 
laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 

15. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik 

lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, 
lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran 

berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 
tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

16. Dewan Pengawas LPPL Radio eRTe FM yang selanjutnya 
disebut Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio eRTe 

FM yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap 
pengelolaan dan/atau manajemen LPPL Radio eRTe FM. 

17. Dewan Direksi LPPL Radio eRTe FM yang selanjutnya 

disebut Dewan Direksi adalah pimpinan LPPL Radio eRTe 
FM yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan fungsi 
manajemen LPPL Radio eRTe FM. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. 
 

2. Ketentuan Pasal 8 diubahsehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 8 

 

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati. 

(2) Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang, yang 
mewakili unsur PNS, tokoh masyarakat dan praktisi 
penyiaran. 

(3) Berdasarkan rapat Dewan Pengawas, ditetapkan salah 
satu anggotanya menjadi Ketua Dewan Pengawas. 

(4) Masa kerja Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja 
berikutnya. 



(5) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati. 

 
Saran perubahan: 

 
Pasal 8 

 

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati. 

(2) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati 
(3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang 

terdiri dari unsur PNS, tokoh masyarakat dan praktisi 
penyiaran. 

(4) Salah satu anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Ketua Dewan 
Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas. 

(5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memiliki masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat 
dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja 

berikutnya. 
(6) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Dewan 

Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

 

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakniPasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 8A 

Tata Cara Pengangkatan 

 
(1) Dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Bupati 

membentuk panitia seleksi. 
(2) Panitia seleksi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) 

orang terdiri dari unsur Dinas, tokoh masyarakat, dan 

praktisi penyiaran. 
(3) Panitia seleksi memilih sebanyak-banyaknya 6 (enam) 

orang terbaik dari calon Dewan Pengawas, kemudian 

diajukan ke DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan 
kelayakan. 

(4) DPRD memilih 3 (tiga) orang dari calon yang diajukan, 
kemudian menyampaikan kepada Bupati untuk 
diangkat sebagai Dewan Pengawas. 

 
 

 

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 9 
Persyaratan Dewan Pengawas 

 

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

 

a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan 
bermaterai; 

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat 



pernyataan bermaterai; 

c. berpendidikan sarjana strata 1 atau yang setara dibuktikan 
dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi; 

d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat 

keterangan dari dokter pemerintah; 

e. surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang; 

f. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan 
catatan kepolisian (SKCK); 

g. bagi yang berstatus PNS minimal eselon IV atau menduduki 
jabatan struktural Pengawas; 

h. tidak memiliki ikatan kerja dengan lembaga penyiaran lain 
dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; 

i. tidak menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan 
surat pernyataan bermaterai. 

 
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12 

 

(1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan 
Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Bupati. 

(2) Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Program, 
dan Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan. 

(3) Salah satu anggota Dewan Direksi dipilih dari unsur 

pemerintah. 
(4) Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. 
 

6. KetentuanPasal 16 diubah sehinggaberbunyisebagaiberikut: 
 

Pasal 16 
 

Masa kerja Dewan Direksi 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk masa kerja berikutnya. 
 

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 17 

 
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan 
bermaterai; 

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat 
pernyataan bermaterai; 

c. berpendidikan sarjana strata 1 atau yang setara  dibuktikan 
dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi; 

d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat 
keterangan dari dokter pemerintah; 

e. surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang; 

f. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan 
catatan kepolisian (SKCK); 

g. anggota Dewan Direksi dari unsure pemerintah adalah 
pejabat dari Dinas sekurang-kurangnya eselon IV 

ataumendudukijabatanstrukturalPengawas; 

h. tidak memiliki ikatan kerja dengan lembaga penyiaran lain 



dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; 

i. tidak menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan 
surat pernyataan bermaterai. 

 

8. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni 
Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 17A 

 

(1) Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kegiatan LPPL 
Radio eRTe FM. 

(2) Dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan LPPL Radio eRTe 

FM, Dewan Direksi dibantu oleh Karyawan LPPL Temanggung 
TV. 

 
Pasal 17B 

 

(1) ASN Daerah dapat diberikan tugas oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian sebagai karyawan LPPL Radio eRTe FM. 

(2) ASN yang diberi tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 19 
 

(1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan apabila: 
a. habis masa jabatannya; 
b. purna tugas bagi Dewan Pengawas dari unsur 

Pemerintah; 
c. meninggal dunia; 
d. mengundurkan diri; 

e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

f. dipidana karena melakukan tindak pidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

(2) Pemberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. 

(3) Bupati mengangkat pengganti anggota Dewan Pengawas 
yang diberhentikan. 
 

 
10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 
 

(1) Dewan Direksi dapat diberhentikan apabila: 
a. habis masa jabatannya; 
b. purna tugas bagi Dewan Direksi dari unsur 

Pemerintah; 
c. meninggal dunia; 

d. mengundurkan diri; 
e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

f. dipidana karena melakukan tindak pidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 



mempunyai kekuatan hukum tetap; 

(2) Pemberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas. 

(3) Dewan Pengawas mengangkat pengganti anggota Dewan 
Direksi yang diberhentikan. 

 

 
11. Ketentuan Pasal  23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 23 

 

(1) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, 
huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan 

daerah yang dikelola secara langsung dan mandiri dengan 
mengedepankan prinsip transparansi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Penerimaan yang diperoleh dari APBD tidak diperbolehkan 

untuk menggaji Dewan Pengawas, Dewan Direksi atau 

karyawan yang berasal dari PNS. 
 

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal27 

 
(1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio eRTe 

FM yang menggunakan dana APBD maupun non APBD, 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(2) Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(1) digunakan untuk menunjang operasional siaran, 
meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada 

masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan. 
(3) Ketentuan tentang penggunaan dana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi. 
 

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 28 

 

Dalam hal Dewan Pengawas dan Dewan Direksi belum 
terbentuk, maka fungsi Pengawasan dan fungsi Direksi 

dilaksanakan oleh Dinas. 
 
 

 
 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung . 



Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal  

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

M. AL KHADZIQ 

Diundangkan diTemanggung  

pada tanggal  

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

 

HARY AGUNG PRABOWO 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN … NOMOR … 



 

 
 

PENJELASAN 
ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR … TAHUN … 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 

TENTANGPEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe 

FMKABUPATEN TEMANGGUNG 
 
I. PENJELASANUMUM 

 
Perkembangan penyiaran di dunia khususnya di Indonesia 

mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini sebagai imbas dari 
kemajuan teknologi, komunikasi dan dinamika sosial masyarakat. Untuk 
memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, 

kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masayarakat di Kabupaten 
Temanggung  pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal 

yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata 
memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, 
serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi 

memberikan layanan untuk kepentinganmasyarakat. 
 
Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (publik spare) 

dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (right to know) 
dan menyampaikan pendapat aspirasi (right to express) bagi masyarakat 

sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara. 
 
Lembaga penyiaran publik diperlukan negara kepulauan, berfungsi 

sebagai identitas nasional (flag carrier), pemersatu bangsa dan pembentuk 
citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan 

informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. 
 
Perlunya dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal diamanatkan 

dalamPasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran danPasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, 

danPeraturanPemerintahNomor 46 Tahun 2001 tentang Pos, 
Telekomunikasi, dan Penyiaran.  

 
Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2005 juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal 

merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badanhukum. 
 
Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga 

penyiaran publik lokal maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai 
berikut : 

 
a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di 

Kabupaten Temanggung ; 

b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan 
struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat; 
c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; 
d. Penyajian siarannya hendaknyabervariasi. 



 

 
SelanjutnyaberdasarkanPeraturan Kementerian Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan 
NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang 
kemudianditindaklanjutidenganPeraturan Daerah 

KabupatenTemanggungNomor 24 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas 
PeraturanDaerahKabupatenTemanggungNomor 10 Tahun 2016 

tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah 
KabupatenTemanggung, makaketentuandalamPeraturanDaerah Nomor 5 
Tahun 2009 tentangPembentukanLembagaPenyiaran Publik Lokal Radio 

eRTe FMKabupatenTemanggungperludisesuaikan. 
 
II. PASAL DEMIPASAL 

 
PasalI  

Angka 1 
Cukupjelas 

Angka 2  

Cukupjelas 
Angka3  

Cukupjelas 
Angka4  

Cukupjelas 

Angka5  
Cukupjelas 

Angka6  

Cukupjelas 
Angka 7  

Cukupjelas 
Angka 8 

Cukupjelas 

Angka 9  
Cukupjelas 

Angka 10 
Cukupjelas 

Angka 11  

Pasal 23 

  Ayat (1) 

Yang dimaksuddengan “penerimaandaerah yang 

dikelolasecaralangsung dan mandiri” 

adalahbahwasegalapenerimaan yang 

berasaldarisumbanganmasyarakat, siaraniklan, 

dan/atauusaha lain yang sah, 

langsungdigunakanuntukkeperluanoperasionalmana

jemen LPPL Radio eRTe FM yang 

dituangkandalamRencana, Bisnis, dan Anggaran 

(RBA) 

sebagaipedomanpengelolaankeuangandalamsatutahu

n. 

Ayat (2) 



CukupJelas 

Angka 12 
Cukupjelas 

 

Pasal II 

 Cukupjelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR … 



 
BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR ... TAHUN … 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG 
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV 

KABUPATEN TEMANGGUNG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu 
penyelenggaraan pelayanan publik di bidangkomunikasi 
dan informasi yang sesuai dengan perkembangan dan 

tuntutan masyarakat; 
b. bahwadalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV 

Kabupaten Temanggung; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
3. Undang-UndangNomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor3881);  

4. Undang-UndangNomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3887); 
5. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2002 

tentangPenyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 139, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4252); 

6. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 
tentangKeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846); 

 



 

7. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 
tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimanatelahbeberapa kali 
diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 11 Tahun 

2020 tentangCiptaKerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. PeraturanPemerintahNomor 52 Tahun 2000 
tentangPenyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3980); 

10. PeraturanPemerintahNomor 11 Tahun 2005 
tentangPenyelenggaraanPenyiaran Lembaga Penyiaran 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 28; TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4485); 

11. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 
tentangPembagianUrusanPemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 

TambahanLembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4737 ); 

12. PeraturanPemerintahNomor 46 Tahun 2021 tentang 

Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 6658); 

13. Peraturan Daerah KabupatenTemanggungNomor 10 
Tahun 2016 tentangPembentukan dan 
SusunanPerangkat Daerah KabupatenTemanggung 

(Lembaran Daerah KabupatenTemanggungTahun 2016 
Nomor 10, TambahanLembaran Daerah 
KabupatenTemanggungNomor 68)Peraturan Daerah 

KabupatenTemanggungNomor 24 Tahun 2020 
tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah 

KabupatenTemanggungNomor 10 Tahun 2016 
tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah 
KabupatenTemanggung (Lembaran Daerah 

KabupatenTemanggungNomor 129); 
14. Peraturan Daerah KabupatenTemanggungNomor12 

Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik 

LokalTemanggung TV KabupatenTemanggung 
(Lembaran Daerah KabupatenTemanggungTahun 2017 

Nomor 12, TambahanLembaran Daerah 
KabupatenTemanggungNomor 80); 

 

 
DenganPersetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

dan 



BUPATI TEMANGGUNG  

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 

2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL 
TEMANGGUNG TV KABUPATENTEMANGGUNG. 

 
Pasal I 

 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten 

Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 80) diubah sebagai berikut: 
 

 

1. KetentuanPasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Temanggung yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, 
Bidang Statistik dan Bidang Persandian di Kabupaten 

Temanggung. 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu 

diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap 
oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Temanggung. 

7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk 

suara, gambar, atau suara dan gambar  atau yang 
berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif 
maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat 

penerima siaran. 
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui 

sarana pemancaran dan /atau sarana transmisi di darat, di 
laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum 
frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media 

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan 
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 

siaran. 
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung Televisi yang 

selanjutnya disingkat LPPL Temanggung TV adalah 



lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang 

didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan 
kegiatan penyiaran televisi yang bersifat independen, 

netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan 
untuk kepentingan masyarakat. 

10. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk 

masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai 
wilayah jangkauan layanan siaran.  

11. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat 
komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya 
jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh 

khalayak dengan atau tanpa imbalan 
kepadalembagapenyiaran yang bersangkutan. 

12. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang 

disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan 
memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau 

mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak 
sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar 
menggunakan produk yang ditawarkan. 

13. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non 
komersial yang disiarkan melalui siaran televisi dengan 

tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau 
mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau 
pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk 

mempengaruhikhalayak agar berbuat dan 
ataubertingkahlakusesuaidenganpesaniklantersebut. 

14. Lembaga Penyiaranadalahpenyelenggarapenyiaran, 

baiklembagapenyiaranpublik, lembagapenyiaranswasta, 
lembagapenyiarankomunitasmaupunlembagapenyiaranberl

angganan yang dalammelaksanakantugas, fungsi dan 
tanggungjawabnyaberpedoman pada 
ketentuanperaturanperundang-undangan. 

15. Dewan PengawasLPPL Temanggung TV yang 
selanjutnyadisebut Dewan Pengawasadalah organ LPPL 

Temanggung TV yang 
berfungsimelakukanpengawasanterhadappengelolaan 
dan/ataumanajemen LPPL Temanggung TV. 

16. Dewan Direksi LPPL Temanggung TV yang 
selanjutnyadisebut Dewan Direksiadalahpimpinan LPPL 
Temanggung TV yang bertugasmelaksanakanpengelolaan 

dan fungsimanajemen LPPL Temanggung TV. 
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnyadisingkat APBD adalahAnggaranPendapatan 
dan Belanja Daerah KabupatenTemanggung. 

 

 
2. KetentuanPasal8diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal 8 
 

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati. 

(2) Dewan Pengawas terdiriatas 3 (tiga) orang, yang 

mewakili unsur PNS, tokoh masyarakat dan praktisi 
penyiaran. 

(3) Berdasarkan rapat Dewan Pengawas, ditetapkan salah 
satu anggotanya menjadi Ketua Dewan Pengawas. 

(4) Masa kerja Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat 



diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja 

berikutnya. 
(5) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati. 

 
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakniPasal 8A sehingga berbunyisebagaiberikut:  

 
 

Pasal 8A 
Tata Cara Pengangkatan 

(1) Dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Bupati 

membentuk panitia seleksi. 
(2) Panitia seleksi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) 

orang terdiri dari unsur Dinas, tokoh masyarakat, dan 

praktisipenyiaran. 
(3) Panitiaseleksimemilihsebanyak-banyaknya6 (enam) 

orang terbaikdaricalon Dewan Pengawas, 
kemudiandiajukanke DPRD untukdilakukan uji 
kepatutan dan kelayakan. 

(4) DPRD memilih 3 (tiga) orang daricalon yang diajukan, 
kemudian menyampaikan kepada Bupati untuk 

diangkatsebagai Dewan Pengawas. 
 

4. KetentuanPasal9diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: 

 
Pasal 9 

Persyaratan Dewan Pengawas 

 
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan 
bermaterai; 

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat 
pernyataan bermaterai; 

c. berpendidikan sarjana strata 1 atau yang setara dibuktikan 
dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi; 

d. sehatjasmani dan rohani dibuktikan dengan surat 
keterangan dari dokter pemerintah; 

e. surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang; 

f. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan 
catatan kepolisian (SKCK); 

g. bagi yang berstatus PNS minimal eselon III atau menduduki 

jabatan structural Administrator; 

h. tidak memiliki ikatan kerja dengan lembaga penyiaran lain 
dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; 

i. tidak menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan 

surat pernyataan bermaterai. 

 
5. KetentuanPasal 14 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: 

 
Pasal 14 

 

(1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan 
Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Bupati. 

(2) Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, 

dan Direktur Penyiaran / Pemimpin Redaksi. 



(3) Salah satu anggota Dewan Direksi dipilih dari unsur 

pemerintah. 
(4) Dewan Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas. 

 
6. KetentuanPasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 
 

Masa kerja Dewan Direksi3 (tiga) tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk masa kerja berikutnya. 

 

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 16 

 
(1) Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kegiatan LPPL 

Temanggung TV. 
(2) Dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan LPPL Temanggung 

TV, Dewan Direksi dibantu oleh Karyawan LPPL Temanggung 

TV. 
 

8. Di antara Pasal16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 
Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

 
Pasal 16A 

 

(1) ASN Daerah dapat diberikan tugas oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian sebagai karyawan LPPL Temanggung TV. 

(2) ASN yang diberi tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) 
wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 17 

 

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan 
bermaterai; 

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat 

pernyataan bermaterai; 

c. berpendidikan sarjana strata 1 atau yang setara dibuktikan 
dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi; 

d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat 
keterangan dari dokter pemerintah; 

e. surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang; 

f. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan 

catatan kepolisian (SKCK); 

g. anggota Dewan Direksi dari unsur pemerintah adalah pejabat 
dari Dinas sekurang-kurangnya eselon III atau menduduki 
jabatan struktural Administrator; 

h. tidak memiliki ikatan kerja dengan lembaga penyiaran lain 
dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; 

i. tidak menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan 



surat pernyataan bermaterai. 

 
10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 18 

 
Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi 

diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas. 
 

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 22 

 

(1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan apabila: 
a. habis masa jabatannya; 

b. purna tugas bagi Dewan Pengawas dari unsur 
Pemerintah; 

c. meninggal dunia; 

d. mengundurkan diri; 
e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 
f. dipidana karena melakukan tindak pidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
(2) Pemberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. 

(3) Bupati mengangkat pengganti anggota Dewan Pengawas 
yang diberhentikan. 

 
12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23 
 

(1) Dewan Direksi dapat diberhentikan apabila: 
a. habis masa jabatannya; 
b. purna tugas bagi Dewan Direksi dari unsur 

Pemerintah; 
c. meninggal dunia; 
d. mengundurkan diri; 

e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

f. dipidana karena melakukan tindak pidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

(2) Pemberhentikan sebagaimana di maksud ayat (1) 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas. 

(3) Dewan Pengawas mengangkat pengganti anggota Dewan 

Direksi yang diberhentikan. 
 

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 27 

 
(1) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, 
huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan 
daerah yang dikelola secara langsung dan mandiri dengan 



mengedepankan prinsip transparansi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Penerimaan yang diperoleh dari APBD tidak diperbolehkan 

untuk menggaji Dewan Pengawas, Dewan Direksi atau 
karyawan yang berasal dari PNS. 
 

14. KetentuanPasal 28 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: 
 

Pasal 28 
 

(1) Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 

(1) digunakan untuk menunjang operasional siaran, 
meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada 
masyarakat, dan untuk kesejahteraankaryawan. 

(2) Ketentuan tentang penggunaan dana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebihlanjut oleh Dewan Direksi. 

 
15. KetentuanPasal 33 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal 33 
 

Dalamhal Dewan Pengawas dan Dewan Direksi belum terbentuk, 
maka fungsi Pengawasan dan fungsi Direksi dilaksanakan oleh 
Dinas. 

 
 

PasalII 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung. 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

M. AL KHADZIQ 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

 

HARY AGUNG PRABOWO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN … NOMOR … 
  



PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR … TAHUN … 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANGLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
I. PENJELASANUMUM 

 

Perkembanganpenyiaran di dunia,khususnya di Indonesia 
mengalamiperkembangan yangpesat. Hal 
inisebagaiimbasdarikemajuanteknologi, komunikasi dan 

dinamikasosialmasyarakat. 
Untukmemberikankeseimbangandalammemperolehinformasi, pendidikan, 

kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masayarakat di 
KabupatenTemanggungpada khususnya, 
diperlukanlembagapenyiaranpubliklokal yang bersifatindependen, netral, 

tidakkomersial, yang tidaksemata-matamemproduksi acara 
siaransesuaituntutanliberalisasi dan selera pasar, sertabukan pula 

sebagaicorongpemerintah, 
melainkanberfungsimemberikanlayananuntukkepentinganmasyarakat. 

 

Lembaga penyiaranpublikmembukaruangpublik (publik spare) 
denganmemberikanhakmemperolehinformasi yang benar (right to know) 
dan menyampaikanpendapataspirasi (right to express) 

bagimasyarakatsehinggamenempatkanmasyarakatsebagaiwarga negara. 
 

Lembaga penyiaranpublikdiperlukan negara kepulauan, 
berfungsisebagaiidentitasnasional (flag carrier), pemersatubangsa dan 
pembentukcitrapositifbangsa di dunia internasional, 

selainbertugasmenyiarkaninformasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. 
 

PerlunyadibentuklembagapenyiaranpubliklokaldiamanatkandalamPa
sal 14 ayat (3) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2002 
tentangPenyiarandanPasal 7 ayat (3) PeraturanPemerintahNomor 11 

Tahun 2005 tentangPenyelenggaraanPenyiaran Lembaga Penyiaran Publik, 
danPeraturanPemerintahNomor 46 Tahun 2001 tentang Pos, 
Telekomunikasi, dan Penyiaran.  

 
DalamketentuanPasal 7 ayat (3) PeraturanPemerintahNomor 11 

Tahun 2005 juga ditegaskanbahwa Lembaga Penyiaran Publik 
Lokalmerupakan Lembaga Penyiaran yang berbentukbadanhukum. 

 

Untukdapatmenyelenggarakantugas dan 
fungsisebagailembagapenyiaranpubliklokalmakaharusmenganutprinsip-
prinsipsebagaiberikut : 

a. Siarannyaharusmenjangkauseluruhlapisanmasyarakat di 
KabupatenTemanggung; 

b. Siarannyaharusmencerminkankeragaman yang 
merefleksikanstrukturkeragaman, realitassosial, ekonomi dan 
budayamasyarakat; 

c. Programnyaharusmencerminkanidentitas dan budayanasional; 
d. Penyajiansiarannyahendaknyabervariasi. 

 
SelanjutnyaberdasarkanPeraturan Kementerian Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, Dan 



NomenklaturPerencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang 

kemudianditindaklanjutidenganPeraturan Daerah 
KabupatenTemanggungNomor 24 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas 

Peraturan DaerahKabupatenTemanggungNomor 10 Tahun 2016 
tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah 
KabupatenTemanggung, makaketentuandalamPeraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2017 Tentang Lembaga Penyiaran Publik LokalTemanggung TV 
KabupatenTemanggungperludisesuaikan. 

 
II. PASAL DEMIPASAL 

 

PasalI  
Angka 1 

Cukupjelas 

Angka 2  
Cukupjelas 

Angka3  
Cukupjelas 

Angka4  

Cukupjelas 
Angka5  

Cukupjelas 
Angka6  

Cukupjelas 

Angka 7  
Cukupjelas 

Angka 8 

Cukupjelas 
Angka 9  

Cukupjelas 
Angka 10 

Cukupjelas 

Angka 11  
Cukupjelas 

Angka 12 
Cukupjelas 

Angka 13 

Pasal 23 

  Ayat (1) 

Yang dimaksuddengan “penerimaandaerah yang 

dikelolasecaralangsung dan mandiri” 

adalahbahwasegalapenerimaan yang 

berasaldarisumbanganmasyarakat, siaraniklan, 

dan/atauusaha lain yang sah, 

langsungdigunakanuntukkeperluanoperasionalmana

jemen LPPL Radio eRTe FM yang 

dituangkandalamRencana, Bisnis, dan Anggaran 

(RBA) 

sebagaipedomanpengelolaankeuangandalamsatutahu

n. 

Ayat (2) 



CukupJelas 

Angka 14 
Cukupjelas 

Angka 15 
Cukupjelas 

 

Pasal II 

 Cukupjelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR … 

 



 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG  

NOMOR … TAHUN … 

 

TENTANG 

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimb

ang 

: a. bahwaretribusidaerahmerupakan salah 

satusumberpendapatandaerah yang 

pentinggunamendukungpembiayaanpembangunan dan 

pelayananPemerintah Daerah kepadamasyarakat, 

denganmemperhatikanpotensidaerah dan 

kondisiekonomiberdasarkanprinsipdemokrasi, pemerataan dan 

keadilan; 

b. bahwapengaturanmengenaiRetribusiPerpanjanganIzinMempekerjak

an TenagaKerjaAsing di Daerah 

saatiniperludisesuaikandenganketentuansebagaimanadiaturdalamP

eraturanPemerintahNomor 34 Tahun  2021 tentangPenggunaan 

Tenaga KerjaAsing; 

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf 

a dan huruf bperlumenetapkanPeraturan Daerah 

tentangRetribusiPenggunaan Tenaga kerjaAsing. 

 

Menging

at 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan 

Daerah-daerahKabupatendalamLingkunganPropinsiDjawa Tengah; 

3. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4279)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 11 

Tahun 2020 tentangCiptaKerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020Nomor245, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor6573); 

 

 

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 



 

244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-

UndangNomor 11 Tahun 2020 tentangCiptaKerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor6573); 

5. PeraturanPemerintahNomor 34 Tahun 2021 

tentangPenggunaan Tenaga KerjaAsing (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 301); 

6. Peratur

an Menteri KetenagakerjaanNomor 8 Tahun 2021 

tentangPeraturanPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 34 

Tahun 2021 tentangPenggunaan Tenaga KerjaAsing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301) 

 

DenganPersetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN 

TENAGA KERJA ASING 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan: 

1. Daerah adalahKabupatenTemanggung; 

2. BupatiadalahBupatiTemanggung; 

3. Pemerintah Daerah adalahBupatisebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan 

Daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang 

menjadikewenangandaerahotonom; 

4. Perangkat Daerah adalahunsurpembantuBupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalampenyelenggaraanurusanpemerintahan yang 

menjadikewenangandaerah; 

5. Tenaga KerjaAsing yang selanjutnyadisingkat TKA adalahwarga negara 

asingpemegang visa denganmaksudbekerja di wilayahIndonesia; 

6. PemberiKerja TKAadalahBadan Hukum atau badan-badan lainnyayang 

mempekerjakan Tenaga 

KerjaAsingdenganmembayarupahatauimbalandalambentuklain; 

7. Dana KompensasiPenggunaan Tenaga KerjaAsing yang selanjutnyadisebut 

DKPTKA adalah dana kompensasi yang harusdibayar oleh PemberiKerja TKA 

atasPenggunaanTKAsebagaipenerimaandaerah; 

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah KabupatenTemanggung; 

9. PerizinanTertentuadalahkegiatantertentuPemerintah Daerah 

dalamrangkapemberianizinkepada orang pribadiatau badan yang 



 

dimaksudkanuntukpembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasanataskegiatan, pemanfaatanruang, 

sertapenggunaansumberdayaalam, barang, prasarana, 

saranaataufasilitastertentugunamelindungikepentinganumum dan 

menjagakelestarianlingkungan; 

10. WajibRetribusiadalahorangpribadiataubadanyang menurutperaturanperundang-

undanganretribusidiwajibkanuntukmelakukanpembayaranretribusi, 

termasukpemungutataupemotongretribusitertentu; 

11. Masa Retribusiadalahsuatujangkawaktutertentu yang 

merupakanbataswaktubagiWajibRetribusiuntukmemanfaatkanjasa dan 

perijinantertentudariPemerintahDaerah.Pekerja/Buruhadalahsetiap orang yang 

bekerjadenganmenerimaupahatauimbalandalambentuklain. 

 

BAB II 

NAMA, OBYEKDANSUBYEK RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA 

 

Pasal2 

DengannamaRetribusipenggunaan TKA dipungutretribusikepadasetiapPemberiKerja 

yang mempekerjaan TKA. 

 

Pasal 3 

(1) ObyekRetribusipenggunaan 

TKAmerupakanpengesahanataspembayaranretibusiperpanjanganpenggunaan 

TKA yang bekerja di lokasidalam Daerah. 

(2) DikecualikandariobjekRetribusisebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalahbagi 

TKA yang bekerja pada instansipemerintah, perwakilan negara asing, badan 

internasional, lembagasosial, lembagakeagamaan dan 

lembagapendidikanuntukjabatantertentu. 

 

Pasal 4 

(1) SubjekRetribusipenggunaan TKA meliputiPemberiKerja Tenaga KerjaAsing. 

(2) SubjekRetribusisebagaimanadimaksud padaayat (1) merupakanWajibRetribusi; 

(3) Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksud pada 

ayat (1)adalah: 
a. PemberiKerja TKA instansi pemerintah, perwakilan Negara asing,dan 

badan internasional; 

b. penggunaan TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan 

Penggunaan TKA pada jabatan tertentu di lembaga pendidikan;atau 

c. PemberiKerja TKA yang mempekerjakan TKA 

sebagaianggotadireksiatauanggotadewan 

komisarisdengankepemilikansahamsesuaidenganketentuanperaturanper

undang- undangan. 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI TKA 

 

Pasal 5 

 

Retribusi penggunaan TKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

 



 

 

BAB IV 

CARA UKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA 

 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan jumlah surat pemberitahuan 

pembayaran DKPTKA yang diterbitkan dan jangka waktunya. 

 

BAB IV 

MASA RETRIBUSI 

 

Pasal 7 

 

Masa Retribusi Penggunaan TKA adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam surat 

pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diberikan. 

 

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA 

 

Pasal 8 

(1) Prinsip dan sasarandalampenetapantarifRetribusipenggunaan TKA didasarkan 

pada 

tujuanuntukmenutupsebagianatauseluruhbiayapenyelenggaraanpembayarantar

ifRetribusipenggunaan TKA. 

(2) Biayapenyelenggaraanpembayarantarifretribusisebagaimanadimaksud pada ayat 

(1) meliputipengesahanpembayaran DKPTKA dan pembinaandi lapangan. 

 

 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA 

 

Pasal 9 

 

(1) Besarnya tariff retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 

ayat (1) ditetapkan sebesar 100 US$ (seratus dollar Amerika Serikat) perjabatan 

per orang per bulan. 

(2) Retribusi penggunaan TKA dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan 

pada surat pemberitahuan pembayaran penggunaan TKA dan dibayarkan 

dimuka. 

(3) Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah 

berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib 

Retribusi. 

 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Pasal 10 

 



 

Retribusipenggunaan TKA dipungutatasperpanjanganpenggunaan TKA di wilayah 

Daerah. 

BAB VIII 

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA 

 

Pasal 11 

 

(1) Retribusi penggunaan TKA dibayarkan ke rekening Kas Daerah setelah terbit 

surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA dalam sistem TKA Online. 

(2) Pemberi Kerja TKA wajib mengunggah dokumen pembayaran Retribusi sesuai 

surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA pada Kas Daerah kedalam TKA 

Online. 

(3) Pengesahan pembayaran Retribusi penggunaan TKA dilakukan melalui sistem 

TKA Daerah, setelah Perangkat Daerah melakukan verifikasi dokumen 

unggahan dengan bank yang ditunjuk sebagai penerima Kas Daerah. 

 

BAB IX 

 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

 

Pasal 12 

 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati 
 

BAB X 

PENDANAAN 

 

Pasal 13 

 

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang 

sifatnya tidak mengikat. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal14 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

65)... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal15 



 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

 

M. AL KHADZIQ 

 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

 

 

HARY AGUNG PRABOWO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN … NOMOR … 

 



 

PENJELASAN 

ATAS 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR .. TAHUN …. 

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
 

 

I. UMUM 
 

Retribusi Penggunaan TKAS  merupakan  pembayaran atas 

pemberian p e n g e s a h a n  p e r p a n j a n g a n  p e n g g u n a a n  T K A  

olehPemerintahDaerahkepadaPemberiKerja Tenaga Kerja Asing yang telah 

memiliki  Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

dariMenteriyangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau 

Pejabatyangditunjuk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing disebutkan bahwa  Daerah 

berhak menerima Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk masa 

perpanjangan RPTK dengan lokasi Kerja TKA pada wilayah Daerah. 

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja 

Asingmerupakanbentukpengembangan  potensi  pendapatan  

 daerah guna mendukung 

terselenggaranya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

 
II . PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukupjelas. 

Pasal 2 

Cukupjelas. 

Pasal 3 

Cukupjelas. 

Pasal 4 

Cukupjelas. 

Pasal 5 

Cukupjelas. 

Pasal 6 

Cukupjelas. 

Pasal 7  

CukupJelas 

Pasal 8 

Cukupjelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukupjelas 

 



 

 

 

 

 

Ayat (2) 

Besaranretribusi yang dibayarkanadalah 100 dollar 

dikalikanjangkawaktu yang 

diijinkandalamsuratpemberitahuanpembayaran DKPTKA. 

Contoh : 100 dollar x 12 bulan 

  Ayat (3) 

Pembayarandalambentuk rupiah sesuaikurs yang berlaku pada 

saatpembayaran. 

 

Pasal 10 

Cukupjelas. 

Pasal 11 

Ayat (1)  

Yang dimaksuddenganRekeing Bank Kas Daerah adalhrekening 

pada bank yang telahditunjuk oleh Daerah sebagairekening Kas 

Daerah.  

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

  Ayat (3) 

 Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas. 

Pasal 13 

Cukupjelas. 

Pasal 14 

Cukupjelas. 

Pasal 15 

Cukupjelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR … 



 



2  

 

 
 
 



3 

 

Pasal14 
 

Pasal15 

 

Pasal16 
 

Pasal 59 

Cukupjelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR … 



4 

 

Cukupjelas. 


